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ABSTRACT

Both Indonesia and China have a long history of protected areas management, nevertheless posses
differences in the management concept. National Park is the most intensive and optimal management in
conservation areas in Indonesia, which managed bybiodiversity conservation goals and zoning system.
Zoning management system is also applied in nature reserve of China. The objective of this research was to
compare institutional development of the two protected areas i.e : the Mount Merapi National Park,
Indonesia and Beijing Songshan National Nature Reserve, China. The study used Institutional Development
Framework (IDF) developed by Manullang (1999). The results showed that both protected are as reached
adult stage management as shown by IDF index of 2.30 for MMNP and 2.94 for Songshan Nature Reserve.
The index showed the overall institutional development of Songshan nature Reserve was better than MMNP,
none the less analysis of each component showed both face identical problems, such as lack of attention and
support from the central government, lack off undingand technical capacity, as well as conflicts of interest
with local stakeholders
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ABSTRAK

Indonesia dan Tiongkok memiliki kesamaan sejarah pengelolaan kawasan konservasi yang panjang, namun
ada perbedaan pada konsep pengelolaannya. Taman Nasional merupakan pengelolaan kawasan konservasi
yang paling intensif dan optimal di Indonesia, yang dikelola dengan tujuan konservasi keanekaragaman
hayati dan diselenggarakan dengan sistem zonasi. Pengelolaan dengan sistem zonasi juga ditemui dalam
salah satu kawasan konservasi di Tiongkok, yakni nature reserve (cagar alam). Penelitian dilakukan dengan
tujuan mendapatkan informasi tentang perkembangan kelembagaan dua kawasan konservasi pada kedua
negara, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Indonesia dan Cagar Alam Beijing-Songshan di
Tiongkok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan perangkat Institutional Development Framework (IDF)
yang dikembangkan oleh Manullang (1999). Hasil penelitian menunjukkan kedua kawasan konservasi telah
sama-sama mencapai tahap pengelolaan dewasa dengan nilai indeks IDF sebesar 2,30 untuk TNGM dan CA
Songshan 2,94. Angka tersebut menunjukkan secara keseluruhan perkembangan kelembagaan CA Songshan
lebih baik dari TNGM, namun demikian analisis tiap komponen menunjukkan keduanya menghadapi
permasalahan yang sama yakni, masih kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, minimnya
pendanaan dan kapasitas teknis serta konflik kepentingan dengan stakeholder lokal

Kata kunci: Kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Merapi, Cagar Alam Songshan, IDF

I. PENDAHULUAN kok mengubah banyak hal termasuk da-
lam hal pengelolaan kawasan konservasi.
Pengelolaan kawasan di Tiongkok sendiri
belum mengacu pada konsep-konsep

Tiongkok merupakan negara yang ber-
transformasi dari negara berkembang me-
nuju negara maju. Reformasi di Tiong-
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pengelolaan kawasan konservasi interna-
sional. Sebaliknya dengan Indonesia,
meskipun masih tergolong negara ber-
kembang, pengelolaan kawasan konser-
vasi moderen di Indonesia telah memiliki
sejarah yang panjang (Jepson & Whitta-
ker, 2002). Pengaruh masa penjajahan
Belanda dan organisasi-organisasi kon-
servasi internasional, seperti Food and
Agriculture Organization (FAO) dan
World Wildlife Fund (WWF) sangat me-
warnai perkembangan kawasan konser-
vasi di Indonesia (Dunggio & Gunawan,
2009).

Pengelolaan nature reserves (cagar
alam) di Tiongkok memiliki konsep yang
hampir mirip dengan konsep taman na-
sional di Indonesia. Cagar alam di Tiong-
kok dimiliki oleh negara dan dilakukan
oleh pemerintah pusat dan daerah. Ada
pengaturan zonasi di dalam pengelolaan
cagar alam di Tiongkok. Pengaturan zo-
nasi ini menyerupai dengan zonasi di da-
lam pengelolaan taman nasional Indone-
sia.

Zona di dalam kawasan cagar alam di
Tiongkok terdiri atas zona inti, zona rim-
ba dan zona pemanfaatan. Akibat sejarah
dan sistem politiknya, konsep kawasan
konservasi Indonesia dan Tiongkok me-
miliki perbedaan. Penelitian ini memban-
dingkan perkembangan kelembagaan ka-
wasan konservasi yang ada di kedua ne-
gara. Perkembangan kelembagaan kawas-
an konservasi dapat digunakan untuk
menggambarkan tingkat kematangan/ke-
dewasaan kelembagaan pengelola kawas-
an konservasi.

Upaya pengembangan tersebut berja-
lan dengan terarah dan konsisten, maka
diperlukan suatu alat atau cara untuk
mengukur tingkat perkembangan sebuah
lembaga. IDF (Institutional Development
Framework) adalah sebuah alat manaje-
men untuk mengetahui tingkat perkem-
bangan sebuah organisasi yang dikem-
bangkan oleh Renzi (1996). Perangkat
IDF ini sangat sederhana dan dapat di-
terapkan pada kebanyakan organisasi
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moderen baik pemerintah maupun non-
pemerintah.

Songshan adalah cagar alam tingkat
nasional pertama yang didirikan pada ta-
hun 1985 di kota Beijing, tepatnya di
Distrik Yanqging, 90 km dari pusat kota
Beijing. Luas Cagar Alam (CA) Song-
shan 4.660 ha, terletak di Pegunungan
Yanshan (Beijing Songshan National Na-
ture Reserves, 2012). CA Songshan me-
miliki potensi satwaliar serta nilai fungsi
ekologis penting seperti pelindung tata
air, pencegahan badai debu dari gurun
pasir dan penghasil udara bersih bagi ko-
ta Beijing. Pengelola CA Songshan ber-
ada di bawah kewenangan biro lansekap
dan kehutanan kota Beijing (Beijing mu-
nicipal bureau of landscape and fo-
restry), SFA (State Forestry Administra-
tion) Tiongkok (Beijing Songshan Na-
tional Nature Reserve, 2012).

Kawasan Gunung Merapi adalah ka-
wasan hutan negara yang dilindungi sejak
tahun 1931 (TNGM, 2011). Kawasan ini
mempunyai nilai penting dan strategis ka-
rena berfungsi sebagai daerah tangkapan
air untuk kepentingan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Kawasan Gunung Merapi ditetapkan se-
bagai taman nasional berdasarkan Kepu-
tusan Menteri Kehutanan No. 134/
Menhut-11/2004 tanggal 4 Mei 2004 ten-
tang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata
Alam Pada Kelompok Hutan Gunung
Merapi Seluas £ 6.410 ha yang terletak di
Kabupaten Magelang, Boyolali dan Kla-
ten di Propinsi Jawa Tengah dan Kabu-
paten Sleman di Propinsi Daerah Istime-
wa Yogyakarta.

CA Songshan adalah cagar alam
tingkat satu untuk pelestarian satwa-liar
yang dilindungi secara nasional, se-perti
macan tutul emas (Panthera pardus
linnaeus), elang emas (Aquila chrysaetos
kamtschatica Severtzov), elang kaisar/
Imperial eagle (Aquila heliaca heliaca
Savigny) dan bangau hitam (Ciconia ni-
gra linnaeus, 1758) (Beijing Songshan
National Nature Reserve, 2012). TNGM
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mempunyai  satwaliar yang masuk
kategori dilindungi nasional, seperti
macan tutul jawa (Panthera pardus melas
G. Cuvier, 1809), lutung jawa (Trachy-
pithecus auratus E. Geoffroy, 1812),
kijang (Muntiacus muntjak Zimmermann,
1780), elang Jawa (Nisaetus bartelsi
Stresemann,  1924), elang  hitam
(Ictinaetus malayensis Temminck, 1822)
dan elang ular bido (Spilornis cheela
Latham, 1790) (TNGM, 2011).

II. BAHAN DAN METODE

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di dua kawasan
konservasi, yakni TNGM, Yogyakarta,
Indonesia dan CA Songshan, Distrik
Yangqing, Kotapraja Beijing, Tiongkok.
Pengambilan data pa-da bulan Juni
sampai Juli 2013.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan antara
lain lembar kuesioner, laporan tahunan,
rencana strategis dan pengelolaan kawas-
an lindung. Peralatan yang digunakan an-
tara lain perangkat IDF, komputer untuk
pengolahan data (Excel) dan kamera un-
tuk dokumentasi.

C. Metode
1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan
menyortir laporan tahunan, rencana stra-
tegis dan pengelolaan kawasan konserva-
si (TNGM dan CA Songshan), termasuk
juga wawancara dengan pengelola. Meto-
de pengukuran dilakukan dengan mengisi
kuesioner yang harus diisi oleh penge-
lola, dalam penelitian ini diisi oleh mana-
jer atau kepala balai yang mengetahui de-
ngan jelas kondisi kawasan konservasi
yang dikelolanya (Renzi, 1996 dan Ma-
nullang, 1999). Manajer atau kepala balai
dibantu oleh dua sampai dengan tiga
orang staf dalam pengisian kuesioner.
Hasil analisis kuesioner dan wawancara

disampaikan kepada manajer atau kepala
balai untuk minta klarifikasi dan penyem-
purnaan data.

2. Analisis Data

Metode pengukuran dilakukan meng-
gunakan  [Institutional  Development
Framework (IDF) (Renzi, 1996). Metode
ini telah dimodifikasi untuk Indonesia
oleh Manullang (1999) dengan nama ke-
rangka kerja pengembangan kelembagaan
untuk taman nasional. RAQ (Rapid
Assessment Questionnaire) yang diguna-
kan pada IDF terdiri atas pernyataan-
pernyataan pilihan untuk menggambar-
kan potret terkini kelembagaan kawasan
konservasi. Pernyataan-pernyataan ini
merupakan penjabaran dari enam buah
sumberdaya kelembagaan, yang terurai
menjadi sebelas karakteristik organisasi.
Kesebelas karakteristik organisasi ini di-
rinci ke dalam 48 komponen kunci. Ana-
lisis data pada metode IDF dilakukan de-
ngan memasukkan angka hasil perkalian
nilai dengan bobot dari masing-masing
komponen kunci ke dalam grafik kuadran
kartesius, seperti pada gambar berikut ini.

Penghitungan Indeks IDF dilakukan
dengan rumus sebagai berikut :

_ Z(xy)
Indeks IDF 3%

Skor di kolom paling kanan diisi de-
ngan cara mengalikan nilai “bobot” (X)
dengan nilai “tingkat perkembangan or-
ganisasi” (Y). Nilai skor (XY) bagi setiap
komponen kunci akan berkisar dari 0,25
sampai 16 (Manullang, 1999). Setelah se-
mua komponen kunci dihitung skornya,
dilakukan penjumlahan skor dari seluruh
komponen kunci (Z). Nilai bobot (X) da-
r1 seluruh komponen kunci dijumlahkan
ke bawah, sehingga didapat nilai B. Se-
lanjutnya, nilai Indeks IDF (I) dihitung
dengan membagi nilai Z dengan B. Nilai
indeks ini mempunyai nilai maksimum
sebesar 4,0 (Manullang, 1999).

167



Jrnal Pendlitian Hutan dan Konservasi Alam  Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 : 165-176

5 ................ .19‘26 ..........
—~ ? o] ]
%o | [T A ................ .8-,'12,-15-~--~--
A : :
5 1l g | ;
%D 3 ................................................... ‘19 .14 ..............
g ®16,23 j:
'% ¢ o2
g 6,120 @17 @18
B[ F; Tp——— @25 i @D
a 11 245 ®L101V @24 |
0 1 3 3 4 5

Prioritas (Priority)

o Komponen (Component)

Gambar (Figure) 1. Grafik sasaran prioritas IDF (Priority goals graph of IDF)

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis IDF

Kinerja pengelolaan TNGM dan CA
Songshan merupakan potret saat ini dari
kinerja pengelolaan yang menunjukkan
seberapa efektif kawasan dikelola. Untuk
potret kinerja pengelolaan TNGM dan
CA Songshan dengan metode IDF yang
disajikan dalam tabel dapat dilihat di
Lampiran.

2(x.
Indeks IDF = m
X 306,5
Indeks IDF untuk TNGM :T?’): 2,30
476,75

Indeks IDF untuk CA Songshan = 62 2,94

Indeks IDF untuk TNGM sebesar 2,30, untuk CA
Songshan 2,94.

Nilai IDF ini menunjukkan bahwa pe-
ngembangan kelembagaan TNGM dan
CA Songshan dalam tahapan Pemantapan
(skor antara 2,01-3,00). Kondisi ini dapat
ditingkatkan untuk segera mencapai ta-
hap dewasa (> 3,01). Prioritas pengem-
bangan kelembagaan yang harus dilaku-
kan oleh manajemen pengelola TNGM
dan CA Songshan berdasarkan hasil ana-
lisis instrumen IDF pada Gambar 2 dan
Gambar 3.
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Gambar 2 menunjukkan komponen
kunci prioritas yang perlu menjadi perha-
tian Balai TNGM agar perkembangan ke-
lembagaannya segera meningkat, yaitu
diberikan pada komponen kunci yang
prioritasnya tinggi empat dan tahapannya
masih rendah (< 2). Hasil FGD dengan
staf Balai TNGM diperoleh hasil bahwa
prioritas perlu diberikan kepada satu sis-
tem relasi antara Balai TNGM dengan
Kementerian Kehutanan yang masih ber-
sifat komando (fop-down), (13) partisipa-
si staf dalam perencanaan program, (22)
penghargaan terhadap prestasi staf serta
(29) kecukupan anggaran untuk program.

Untuk CA Songshan (Gambar 3), prio-
ritas juga diberikan pada kuadran IV yak-
ni, kepada tujuh sistem personalia yang
mungkin masih belum cukup bagus, par-
tisipasi dari (25) staf lokal dan (26) staf
suku asli yang masih kurang, (36) sumber
air belum terkelola dengan baik dan (47)
permukiman tradisional yang masih harus
diperhatikan lagi.

Pengelola TNGM dan CA Songshan
harus meningkatkan kinerja komponen
kunci yang ada di kuadran IV. Ke depan
komponen kunci harus ditingkatkan hing-
ga Kuadran I, dimana prioritas dan tahap-
an pada tahapan yang tinggi (> 2).
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Gambar (Figure) 2. IDF Taman Nasional Gunung Merapi (IDF of Mount Merapi NP)
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Gambar (Figure) 3. IDF CA Songshan (/DF of Songshan Nature Reserve)

B. Kondisi Kawasan Konservasi Indo-
nesia dan Tiongkok

Melihat sejarah Taman Nasional di In-
donesia, strategi konservasinya tidak da-
pat dipisahkan dari sejarah konservasi se-
jak zaman penjajahan Belanda. Era taman
nasional dimulai pada tahun 1980-an, li-
ma taman nasional pertama berdiri, yaitu
T.N. Gunung Leuser, T.N. Gunung Gede
Pangrango, T.N. Ujung Kulon, T.N.
Baluran dan T.N. Komodo. Titik awal
konservasi mo-dern di Indonesia dimulai
saat kongres ta-man nasional sedunia
ketiga pada bulan Oktober 1982 di Bali
(Mackinnon et al., 1993 dalam Dunggio
& Gunawan, 2009). Bersamaan dengan
kongres tersebut, 11 taman nasional
dideklarasikan.

Pada tahun 2003, setelah kongres ta-
man nasional di Durban, Afrika Selatan,
pemerintah memperbaiki pengelolaan ta-
man nasional dengan lebih dari mengede-
pankan kepentingan masyarakat melalui
pengelolaan kolaboratif (Dunggio & Gu-
nawan, 2009). Keseriusan pemerintah ini
ditunjukkan oleh keluarnya Peraturan
Menteri Kehutanan No P.19/Menhut-11/
2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif
Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pe-
lestarian Alam. Pada saat ini terdapat 50
taman nasional (43 darat dan 7 laut)
dengan luas 16.380.000 ha atau sekitar
65% dari total luas kawasan konservasi di
Indonesia  (Kementerian  Kehutanan,
2011).

169



Jrrmal Penclitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 : 165-176

Kewajiban internasional atas kebera-
daan kawasan konservasi juga dijamin
peraturan perundang-undangan, seperti
UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun
1999, Peraturan Pemerintah No. 68 Ta-
hun 1998 dan Keputusan Menteri (Perta-
nian, Kehutanan dan Perkebunan, Kehu-
tanan) (Santosa et al., 2008). Pengelolaan
konservasi sumberdaya alam hayati di In-
donesia dalam UU No. 5 tahun 1990 sa-
ngat dipengaruhi oleh strategi konservasi
dunia IUCN. Kategorisasi kawasan kon-
servasi IUCN ini lalu diadopsi di dalam
UU 5 Tahun 1990, walau tidak seutuhnya
(Samedi, 2008 dalam Santosa et al.,
2008). Hanya sayangnya konsep ITUCN
dalam membangun kawasan konservasi
lebih banyak mengadopsi situasi di nega-
ra maju, sehingga tidak sepenuhnya co-
cok untuk negara berkembang seperti In-
donesia.

Untuk memahami pengelolaan kawas-
an konservasi di Tiongkok perlu pende-
katan dalam konteks sejarah, budaya,
sosial, ekonomi dan politiknya, karena
kawasan konservasinya agak berbeda de-
ngan konsep barat/internasional. Sesuai
dengan sistem politik komunis, sebagian
besar kawasan lindung di Tiongkok dike-
lola dengan pendekatan ‘top-down’ oleh
pemerintah di berbagai tingkatan, mulai
dari tingkat nasional sampai daerah
(county) (Weihua, 2012). Kawasan kon-
servasi di Tiongkok sudah dikenal sejak
zaman Dinasti Qin (221-207 SM) ketika
kawasan pegunungan dilestarikan untuk
lokasi berburu kaisar dan adanya kuil
yang dikeramatkan (Edmonds, 1994 da-
lam Xu & Melick, 2007).

Konsep kawasan lindung moderen
mulai diperkenalkan. Pada tahun 1956
Departeman Kehutanan Negara menun-
juk dan menetapkan kawasan Pegunung-
an Dinghu Shan di Provinsi Guangdong
sebagai kawasan larangan penebangan
dan berburu dan menjadi cagar alam atau
kawasan lindung resmi pertama di Tiong-
kok (Jim & Xu, 2004 dalam Xu & Me-
lick, 2007). Setelah fase ini, pengem-
bangan kawasan lindung mengalami stag-
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nasi dan kemunduran (Fu et al., 2004 da-
lam Yang, 2011) .

Alih-alith memajukan kawasan lin-
dung, yang terjadi adalah degradasi ling-
kungan akibat proyek pembangunan wa-
duk untuk mendukung proyek industri
dan pertanian terkait dengan gerakan po-
litik ‘lompatan jauh ke depan’ (tahun
1958) dan revolusi kebudayaan (1965-
1975) yang dicetuskan oleh Mao Zedong
(Xu & Melick, 2007). Pada tahun 1978,
hanya ada 34 nature reserves (cagar
alam) yang dibuat berdasarkan pendekat-
an administrasi terpusat (fop-down). Na-
mun, kawasan konservasi mulai maju pe-
sat setelah Tiongkok menetapkan refor-
masi ekonominya dan kebijakan pintu
terbuka (open door policies) pada tahun
1978 saat era kepemimpinan Deng Xiao-
ping.

Kawasan konservasi jumlahnya me-
ningkat pesat dari 34 pada tahun 1978
menjadi 2.541 pada tahun 2009, dengan
luas total 147.747.000 ha atau sebesar
14,72% dari total kawasan Tiongkok
(Yang, 2011). Angka ini lebih tinggi dari
rata-rata kawasan konservasi dunia. Tren
ini akan terus berlanjut, karena Tiongkok
telah menetapkan tujuan ambisiusnya
akan mencapai angka 18% (172.800.000
ha) sebagai cagar alam pada tahun 2050
(Yang, 2011).

Menurut Jim dan Xu (2004) dalam Xu
& Melick (2007) peraturan dan penun-
jukkan kawasan konservasi nature re-
serves (cagar alam) di Tiongkok terjadi
dalam tiga periode (Xu & Melick, 2007).
Pertama, sebelum tahun 1979, kawasan
konservasi yang ditunjuk dan dikelola
langsung oleh pemerintah pusat bertujuan
untuk mengurangi penebangan dan ber-
buru di hutan alam bernilai tinggi. Jim
dan Xu (2004) dalam Xu & Melick,
(2007) menganggap ini sebagai pende-
katan terpusat yang tidak mendorong par-
tisipasi pemerintah daerah dan masyara-
kat lokal, sehingga gagal dalam menum-
buhkan rasa kepemilikan di tingkat da-
erah.
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Periode selanjutnya adalah periode de-
regulasi dan desentralisasi pada tahun
1979-1991. Jim dan Xu (2004) dalam Xu
& Melick (2007) mencatat ketika jumlah
kawasan konservasi meningkat ternyata
pemerintah pusat tidak mampu mengelola
dan membiayai semua kawasan konser-
vasi. Akibatnya banyak kawasan konser-
vasi yang gagal dalam pengelolaannya
atau disebut ‘paper park’.

Periode berikutnya adalah periode ter-
akhir yang dimulai tahun 1991 hingga sa-
at ini, pemerintah pusat telah mengadopsi
prosedur hukum untuk mendorong dan
membimbing pemerintah daerah dalam
membangun dan mengelola kawasan kon-
servasi baru (Jim & Xu, 2004 dalam Xu
& Melick, 2007). Untuk mengatasi keren-
tanan ekologis dibuat peraturan tentang
kawasan yang mempunyai kerentanan
tinggi tapi tidak ada spesies utama (flag
ship/key species) akan dikelola oleh dae-
rah sedangkan yang mempunyai keren-
tanan tinggi dan spesies utama terancam
akan dikelola pusat (national).

Saat ini mayoritas kawasan konservasi
dikelola dengan konsep cagar alam (na-
ture reserve) sesuai dengan peraturan ca-
gar alam (Xu & Melick, 2007). Namun
demikian, kawasan konservasi juga men-
cakup sekitar 500 kawasan ekowisata (di
Tiongkok sering disebut taman nasional),
yang dikelola oleh Kementerian Pekerja-
an Umum (Ministry of Construction) ser-
ta lebih dari 1.400 taman hutan (national
forest park) yang menjadi tanggung ja-
wab dari bidang kehutanan SFA (State
Foresty Administration). Pada prinsipnya
bagian perlindungan lingkungan SEPA
(State Environmental Protection Admi-
nistration) bertanggung jawab atas pe-
ngelolaan terpadu keseluruhan kawasan
konservasi (Xu & Melick, 2007)

C. Implikasi Manajemen Kawasan
Konservasi

Kawasan konservasi adalah sebuah
wilayah daratan/lautan yang diperuntuk-
kan sebagai perlindungan terhadap ke-
anekaragaman hayati serta sumberdaya

alam dan budaya yang terkait dengannya,
yang dikelola secara resmi atau efektif
(IUCN, 1994 dalam Dudley, 2008). Ke-
berhasilan kawasan konservasi sebagai
salah satu instrumen konservasi berbasis
pada asumsi bahwa kawasan tersebut di-
kelola untuk melindungi nilai-nilai dan
sumberdaya yang ada di dalamnya. Pe-
ngelolaan kawasan konservasi akan ber-
jalan efektif jika disesuaikan dengan ke-
butuhan dari kawasan konservasi terse-
but, sesuai dengan karakteristik sosial
ekonomi dan ekologinya serta tekanan
dan pemanfaatannya.

Efektivitas pengelolaan kawasan kon-
servasi berkorelasi dengan aktivitas pe-
ngelolaan dasar seperti penegakan hu-
kum, tata batas dan manfaat langsung ba-
gi masyarakat lokal (Bruner et al., 2001).
Meskipun pengelolaan dari kawasan kon-
servasi dianggap baik, bagaimanapun ju-
ga efektivitas pengelolaannya belum di-
evaluasi. Pengelola kawasan konservasi
tidak tahu apakah pengelolaannya berja-
lan secara efektif atau tidak. Evaluasi
efektivitas pengelolaan kawasan konser-
vasi adalah penelitian untuk menentukan
seberapa baik kawasan konservasi yang
dikelola, khususnya yang berkaitan de-
ngan perlindungan sumberdaya dan pen-
capaian tujuan pengelolaan.

Mengevaluasi efektivitas pengelolaan
kawasan konservasi akan bermanfaat ti-
dak hanya untuk mengetahui status pe-
ngelolaan saat ini, tetapi juga berdampak
pada peningkatan pengelolaan dalam ben-
tuk alokasi lebih efektif dari sumber-
daya, meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi serta mendorong keterlibatan ber-
bagai pemangku kepentingan dalam pro-
ses pengelolaan (Hocking et al., 2006).
Sudut pandang perkembangan kelemba-
gaan, sebuah organisasi dikatakan sudah
berkembang apabila ia telah mencapai
tingkat efisiensi yang tinggi untuk meng-
hasilkan produk/jasa yang diinginkan oleh
pengguna produk/jasa tersebut. Organi-
sasi yang demikian mempunyai tingkat
keberlanjutan yang tinggi, karena efisien
dalam penggunaan sumberdayanya (Ma-
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nullang, 1999). Untuk mencapai tingkat
perkembangan yang tinggi diperlukan
upaya pengembangan kelembagaan yang
bertujuan meningkatkan efisiensi organi-
sasi untuk membuat organisasi tersebut
lebih efektif.

Walaupun kedua kawasan konservasi
sudah mempunyai pengelolaan yang cu-
kup baik dan efektif, yakni sudah tahap
dewasa, secara umum pengelolaan CA
Songshan lebih baik daripada TNGM.
Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan
usia kawasan konservasi dimana TNGM
lebih muda 19 tahun. Penunjukkan
TNGM sebagai taman nasional pada ta-
hun 2004 dan mulai beroperasi pada ta-
hun 2006. CA Songshan mulai beroperasi
sejak tahun 1985.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
pengelola, CA Songshan sudah memiliki
rencana kerja yang telah disetujui oleh
SFA, yakni rencana kerja tahun 2011-
2020 (Beijing Songshan National Nature
Reserve, 2011). Permasalahan yang diha-
dapi CA Songshan adalah SDM atau staf
yang jumlahnya masih sedikit, yakni 36
orang untuk mengelola kawasan se-luas
4.660 ha. Selain itu juga kemampuan staf
dalam mengelola kawasan konservasi
juga terbatas. Contoh nyata kurangnya
ketrampilan SDM adalah minimnya data
inventarisasi tumbuhan dan satwaliar.

Data spesies kunci CA Songshan, yak-
ni catatan keberadaan macan tutul emas
(Panthera pardus Linnaeus) paling ‘up-
date’ pada tahun 2006. Padahal keberada-
an satwa kunci harus dimonitor secara ru-
tin atau berkala. Penelitian McBeath &
Kang Leng (2006) menunjukkan bahwa
jumlah SDM masih kurang dalam menge-
lola kawasan konservasi Tiongkok yang
sebesar 15% luasan Tiongkok. Demikian
pula dengan permasalahan TNGM adalah
kurangnya dukungan dari stakeholder lo-
kal, seperti konflik dengan masyarakat
sekitar contohnya perumputan dan pe-
nambangan pasir, kurangnya pendanaan
berkelanjutan dan kurangnya kapasitas
teknis antara lain staf dan infrastruktur.
Kedua kawasan konservasi harus me-
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ningkatkan efektivitas pengelolaan lagi
agar menghasilkan produk/jasa sesuai
yang diinginkan stakeholder (Manullang,
1999) dan sesuai dengan tujuan utama
dari adanya kawasan konservasi (Bruner
et al., 2001 dan Hocking et al., 2006).

Menurut Burgess (2012) Tiongkok be-
lum ada sistem kawasan konservasi mo-
del taman nasional yang sudah bagus, ta-
man nasional merupakan perkembangan
baru. Konsep taman nasional di Tiongkok
baru dikenal seiring dengan berdirinya ta-
man nasional pertama, yakni Taman Na-
sional Potasto (Potasto National Park) di
Provinsi Yunnan pada tahun 2008 (China
Daily, 2008). Dalam beberapa pustaka
tentang kawasan konservasi di Tiongkok
ditemukan nama dan definisi yang berbe-
da untuk taman nasional. Tiongkok mem-
punyai sistem pengelolaan cagar alam
yang tua dan sudah ‘mapan’, sehingga se-
mua peraturan tentang kawasan konser-
vasi mengacu pada konsep cagar alam
(Burgess, 2012).

Menurut Xu & Melick (2007), Peme-
rintah Tiongkok sering kali lebih mem-
perhatikan pada jumlah dan luas kawasan
cagar alam daripada efektivitas pengelo-
laannya, akibatnya menimbulkan banyak
masalah seperti ketidakjelasan hukum
dan peraturan, kurangnya dana pengelo-
laan, lemahnya partisipasi masyarakat lo-
kal dan kurangnya perencanaan dan eva-
luasi. Semua kelemahan ini merupakan
hasil penilaian yang merupakan cermin
dari pengelolaan cagar alam di Tiongkok
(Quan et al., 2010). Lemahnya efektifitas
pengelolaan cagar alam merupakan pe-
ringatan dan tantangan bagi pemerintah
dan pengelola untuk meningkatkan efek-
tivitas pengelolaannya.

Secara keseluruhan pembangunan ca-
gar alam di Tiongkok sedang menghadapi
tantangan kebijakan yang bertentangan
dengan konservasi keanekaragaman ha-
yati dan kerangka kebijakan yang ada
memerlukan perubahan (Xu et al., 2012).
Namun, Tiongkok berencana untuk
mengubah undang-undang kehutanan dan
memberlakukan undang-undang cagar
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alam dan pengalaman reformasi politik
diperlukan dalam penyusunan undang-
undang baru. Dibutuhkan penyadartahuan
dan partsipasi aktif dari para pemangku
kepentingan kawasan konservasi teruta-
ma cagar alam di Tiongkok agar pada
masa depan dapat mempunyai manfaat
positif untuk Tiongkok (Xu ef al., 2012).

Mirip dengan kondisi di Tiongkok,
masalah utama yang dihadapi pengelola
taman nasional di Indonesia adalah ku-
rangnya dukungan dari stakeholder lokal
dan sektor lainnya seperti mengarah pada
perambahan lahan dan konflik kepenting-
an dengan para pemangku kepentingan
lokal dan sektor lain, masih kurangnya
pendanaan yang berkelanjutan, minimnya
kapasitas teknis seperti staf dan infra-
struktur dan komitmen politik yang masih
rendah dari pemerintah pusat (Kemente-
rian Kehutanan, 2011). Namun demikian,
Kementerian Kehutanan sudah melaku-
kan berbagai langkah untuk perbaikan ta-
man nasional seperti pembentukan taman
nasional model dan sistem pengelolaan
taman nasional berbasis resot (Kemente-
rian Kehutanan, 2011). Sementara Santo-
sa et al. (2008) merekomendasikan pe-
ngembangan kawasan konservasi khas In-
donesia, yaitu mengubah paradigma kon-
servasi, reformasi kebijakan dan per-
aturan perundang-undangan, membangun
dialog dan proses kolaborasi, membangun
mekanisme resolusi konflik, mengembang-
kan metodologi konservasi yang inovatif
dan partisipatif serta membangun kapasi-
tas para pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedua kawasan konservasi, yaitu TN-
GM Indonesia dan CA Songshan, Tiong-
kok mempunyai pengelolaan yang cu-
kup baik dan efektif, yakni telah men-
capai tahap pengelolaan dewasa. Hasil
Indeks IDF TNGM (indeks kelemba-
gaan = 2.30) sedangkan Indeks IDF CA
Songshan (indeks kelembagaan = 2.94).
Kedua nilai tersebut ada di atas titik

tengah dari nilai maksimal yang dimung-
kinkan.

. Hasil analisis IDF, pengelola TNGM

harus lebih memperhatikan kepada sis-
tem relasi antara Balai TNGM dengan
Kementrian Kehutanan, partisipasi staf
dalam perencanaan program, penghar-
gaan terhadap prestasi staf dan kecu-
kupan anggaran untuk program. Pe-
ngelola CA Songshan harus memper-
hatikan dan memprioritaskan kepada
sistem personalia, partisipasi dari staf
lokal dan suku asli, sumberdaya air
dan permukiman tradisional di sekitar-
nya.

. Secara umum, pengelolaan kelemba-

gaan CA Songshan lebih baik dari TN-
GM. Hal ini dapat disebabkan oleh
perbedaan usia kawasan konservasi,
dimana TNGM lebih muda 19 tahun.
Keduanya juga menghadapi permasa-
lahan yang sama yakni masih kurang-
nya perhatian dan dukungan dari peme-
rintah pusat, minimnya pendanaan dan
kapasitas teknis serta konflik kepen-
tingan dengan stakeholder lokal.

. Saran

. Penelitian tentang perkembangan ka-

wasan konservasi di Tiongkok sangat
menarik untuk ditindaklanjuti pada sa-
at bertransformasi menjadi negara ma-
ju, karena mempunyai jumlah pendu-
duk terbesar di dunia.

. Kondisi geografis, sosial dan ekonomi

Tiongkok dapat dijadikan benchmark-
ing bagi pengelolaan kawasan konser-
vasi di Indonesia, terutama dari segi
kebijakan pemerintah yang mulai seri-
us dan antusias dalam mengelola ka-
wasan konservasi.

. Hanya sedikit staf kawasan konservasi

di Tiongkok yang menguasai bahasa
Inggris (sekitar dua sampai dengan ti-
ga orang), oleh karena itu peneliti di-
rekomendasikan menguasai bahasa Man-
darin agar lebih mendalam dalam pe-
ngumpulan data, terutama melalui wa-
wancara.
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Lampiran (Appendix) 1. IDF TNGM dan CA Songshan (IDF Index of Mount Merapi National Park &

Songshan Nature Reserve)

Analisis Komparatif Kelembagaan Kawasan Konservasi....(A. Sulfiantono, dkk.)

Sumberdaya Karakteristik Merapi Songshan
kelembagaan organisasi o Komponen kunci
(Institutional (Organizational (Key components) X y X y
resources) characteristic)
Pengendalian Organisasi Kemhut/SFA (Ministry
(Control) pemerintah 1 Forestry/ State Forestry 4 1,75 4 3
(Government Administration)
organization) ) Pemerintah daerah (Local 3125 2 )
government)
3 Visi (Vision) 4 325 4 325
4 Misi (Mission) 3 325 4 325
5 Penggrpbilan k.eputusan 4 275 4 3
Kepemimpinan (Decision making) ’
(Leadership) 6  Partisipasi (Participation) 3 25 4 3
Slsterp 7 Sistem personalia (Personal 3125 3 |
manajemen system)
(Management 3 Kelengkapan posisi 3 4 2 275
system) (Completeness position)
9  Evaluasi staf & kenaikan 3 3 3 2
pangkat (Staff evaluation &
promotion)
Sistem administrasi
10 (Administration system) o125 427
Manajemen 1 A.rah perencanaan (Planning 3 3 4 375
(Management) g”’ elctzm?)
12 valuasi perencanaan 3 225 4 3
(Evaluation planning)
13 Partls.lp.am perencanaan 415 3 275
(Participation planning)
14 Basis anggaran (Base budget) 1 125 4 3
15 Laporan anggaran (Budget 4 325 4 375
report)
Pemeriksaan keuangan
16 (Finance audir) 4 4 3 3,5
Monitoring & evaluasi
17 (Monitoring & evaluation) 30325 3 2,5
Sumberdaya Keterampilan 13 Struktur organisasi (Structure 3 905 4 375
manusia staf (Staff skill) organizational) ’ ’
(Human 19 Tugas c.ie.m wewenang (Duties & 2 25 3 325
resources) authorities)
Pengembangan 20  Pelatihan (7Training) 31,25 4 4
staf (Staff 21 Evaluasi (Evaluation) 3035 3 2
development)
22 Penghargaan (Honors) 4 1 4 375
Asal-usul staf 23 Nasional (National) 3 025 2 275
g%"”g’” of 24 Internasional (International) 2 125 4 3
25  Lokal (Local) 2 1,5 3 1,75
26 Suku asli (indigenous) 1 4 3 1,5
Keuangan 27  Pengelolaan (Management) 4 4 4 3,75
(Finance/budget) Anggaran
8 (Budget) 28  Sumber dana (Source of funds) 3 025 3 2
Jumlah keseluruhan (7he total
29 number of funds) 4 125 4 3
Sumberdaya Hubungan, Aparat pemerintah lokal
=, 2,2 2 2
eksternal komunikasi, 30 (Regional government staff) 3% 73
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Sumberdaya
kelembagaan
(Institutional
resources)
(External
resources)

Produk/jasa
(Product/
services)

Karakteristik
organisasi

(Organizational

characteristic)
koordinasi
(Relation,
communication,
coordination)

Nilai ekonomis
ekosistem
(Economic value
of ecosystems)

Nilai budaya
(Cultural value)

Merapi Songshan
Komponen kunci
No
(Key components) X y X y
31 Masyaralfe'lt lokal sekitar (Local 3 3 4 4
communities)
Kementerian selain kehutanan
32 (Non-forestry department) 30225 4 3
33 LSM (NGO) 3 3 3 3
34 Perguruan tinggi (University) 3 35 4 4
35  Swasta (Private) 3 2 4 275
36  Sumber air (Water resources) 3 25 3 1,25
37 Kons'erva51 tana.h dan air (Water 3 275 4 4
& soil coservation)
38 Pencegghan banjir (Flood 1025 2 075
prevention)
Sumber bahan penelitian
39 (Sources of reseach material) 3 L7503 4
Sumber bahan obat-obatan
40 (Sources of medicines) 3 3 3 2
41  Satwaliar (Wildlife) 3 275 4 325
42 Pendapatan dari par.1w1sata 3 275 4 4
(Revenue from tourism)
Pemanfaatan tradisional
= (Traditional use) 3 L7530 375
44 Sumber plasma nutfah 305 4 3
(Germplasm sources)
Sumber pangan tradisional
4 (Sources of traditional food) 02 2 !
46 Tempat sakral (Sacred 215 ) 1
settlement)
Pemukiman tradisional
47 (Traditional settlements) 0 0 3 !
Pemukiman non-tradisional
48 (Non-traditional settlements) 0 0 437
2,30 2,94

Indeks IDF (Index of IDF)
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